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INFO ARTIKEL ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the Correspondence Administration
Services at the General Affairs Office of the Bitung City Regional Secretariat.
The research method used is qualitative research with data collection
techniques through observation, interviews, and documentation. The data
sources were Assistant 111 of the Administration Division and employees of
the General Affairs Division of the Bitung City Regional Secretariat. The
results of the study show that: 1) Procedures: it was found that the
implementation of SOPs was not consistent among employees, so that
procedures sometimes differed from official rules, and correspondence
services were still carried out manually and were highly dependent on
leaders, resulting in delays and inefficiency in the service process; 2)
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Key word: Coordination is sometimes inconsistent, with employees still relying on their

Effectiveness, superiors. The absence of superiors or limited communication results in

Administrative Services, obstacles in completing correspondence; 3) Timeliness, namely the absence
Correspondence

of clear time standards, results in uncertainty for both employees and the
community as service recipients. In addition, technical obstacles such as
incorrect documents or inadequate facilities cause delays in service delivery,
4) The professionalism of officers in terms of time discipline, clarity of task
distribution, and utilization of technology is still weak, resulting in delays in
fast, accurate, and accountable service delivery. Therefore, it is
recommended to implement digitalization of procedures and electronic
signatures.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis Pelayanan

Administrasi Surat Menyurat di Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara

serta dokumentasi. Sumber data adalah Asisten Il Bagian Administrasi dan

e Pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bitung. Hasil penelitian
Efektivitas, . .

Pelayanan Administrasi, menunjukkan bahwa: 1) Prosedur, ditemukan bahwa penerapan SOP belum

Surat-Menyurat konsisten antarpegawai sehingga prosedur kadang berbeda dari aturan resmi,

serta pelayanan surat-menyurat masih dilakukan secara manual, hal ini

mengakibatkan keterlambatan dan ketidakefisienan pada proses pelayanan;

2) Koordinasi kadang tidak konsisten, antarpegawai masih bergantung pada

pimpinan, ketidakhadiran pimpinan atau komunikasi yang terbatas

mengakibatkan hambatan dalam penyelesaian surat; 3) Ketepatan waktu,

yaitu belum ada standar waktu yang jelas mengakibatkan ketidakpastian baik

bagi pegawai maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Selain itu,

kendala teknis seperti dokumen yang salah atau sarana yang tidak memadai

menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan; 4) Profesionalisme petugas

mengenai kedisiplinan waktu, kejelasan pembagian tugas, serta pemanfaatan
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teknologi masih lemah yang berakibat pada terhambatnya pelayanan yang
cepat, tepat dan akuntabel. Maka disarankan untuk menerapkan digitalisasi
prosedur, tanda tangan elektronik, SOP koordinasi yang jelas, serta pelatihan
rutin guna meningkatkan profesionalisme petugas.

I. PENDAHULUAN

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan yang
diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut
Sondang efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara
sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.
Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil
kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya [1]. Efektivitas dalam administrasi publik
merujuk pada sejauh mana suatu organisasi publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Handoko menyatakan bahwa “Efektivitas adalah
kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang sudah
ditetapkan” dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kesesuaian tujuan dan hasil yang dicapai.
Efektivitas menggarisbawahi bagaimana hasil yang ideal dapat dicapai sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, makna efektivitas secara keseluruhan menunjukkan seberapa jauh
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai [2]. Selain itu, efektivitas merupakan hubungan antara
output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan [3].

Manajemen pelayanan publik adalah proses ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan
aktivitas maupun kegiatan pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan.[4]. Manajemen pelayanan publik identik
dengan segala upaya dari penerapan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen pelayanan publik merupakan proses
yang mana tujuan dilakukannya adalah guna meningkatkan kualitas serta efektivitas pelayanan publik yang
diberikan oleh pemerintah kepada pelanggan pelayanan yakni masyarakat [5]. Menurut Winarsih & Ratmianto
manajemen pelayanan publik merupakan suatu upaya mengelola berbagai aspek (manajemen) dalam proses
mempersiapkan, menyediakan atau menyerahkan barang dan jasa kepada masyarakat, dan suatu proses
perencanaan dan pengimplementasian serta mengarahkan atau mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-
aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik [6]. Manajemen pelayanan publik
merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisisensi, efektivitas dan kualitas layanan yang
diberikan oleh sektor publik kepada masyarakat. Konsep ini mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipasi masyarakat, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara dalam mendapatkan pelayanan yang
berkualitas [7]. Manajemen pelayanan publik yang baik akan mempengaruhi dan memberikan layanan
berkualitas; di sisi lain, manajemen pelayanan publik yang buruk akan berdampak pada tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah [8].

Manajemen menempati posisi yang sangat penting bagi sebuah organisasi, dengan memiliki sistem
manajemen yang baik berarti organisasi maupun kelompok menempatkan diri pada pengaturan yang terdiri dari
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara
efektif dan efisien. Manajemen adalah pelaksanaan pekerjaan bersama-sama dengan orang lain. Manajemen dapat
digambarkan kedalam tiga aspek penting. Pertama, manajemen merupakan suatu kolektivitas orang-orang yang
melakukan aktivitas. Kedua, manajemen merupakan suatu sistem kerja. Ketiga, manajemen merupakan suatu
Gambaran kepemimpinan. Henry Fayol merumuskan manajemen sebagai suatu fungsi manajemen yang dikenal
dengan Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, and Controlling (POCCC) [9]. Gibson, Donelly dan
Ivancevich mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk
mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak dicapai apabila satu individu
bergerak sendirian [10].

Pelayanan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun instansi sebagai
upaya pemenuhan masyarakat. Pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap organisasi atau instansi. Menurut Mahmudi dalam
Hardiyansyah pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori
utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar meliputi kesehatan,



pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan pelayanan umum meliputi pelayanan
administratif, pelayanan barang dan jasa. Pelayanan publik memegang peranan yang sangat penting dalam
menciptakan keberhasilan berbagai usaha dan kegiatan terutama yang bersifat jasa, yang tidak terkecuali layanan
yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah [11]. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk mencapai
kepuasan masyarakat. Kepuasan ini terwujud apabila pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi standar
pelayanan atau lebih baik dari standar pelayanan yang telah ditetapkan [12].

Pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi indikator penting keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Undang-Undang ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik
tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah, melalui Sekretariat Daerah, memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan
publik yang efektif dan efisien. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bitung, sebagai salah satu unit kerja
penting bertanggung jawab atas berbagai layanan administratif dan operasional yang mendukung kinerja
pemerintahan dan memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu,
efektivitas manajemen pelayanan publik di Bagian Umum sangat krusial dalam menunjang keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bitung.

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penyederhanaan prosedur (Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Permenpan RB tentang Penyederhanaan Prosedur, misalnya
Permenpan RB No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Standar Operasional Prosedur),
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara), dan pemanfaatan teknologi informasi, Peraturan Presiden, tentang SPBE misalnya Perpres No. 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Namun, efektivitas manajemen pelayanan publik di bagian ini masih menghadapi sejumlah permasalahan,
khususnya dalam hal pengelolaan surat menyurat. Salah satu keluhan umum dari instansi terkait maupun
internal perangkat daerah adalah waktu tunggu yang lama. Pengurusan surat seperti surat keterangan atau izin
seringkali memerlukan waktu berhari-hari karena prosedur yang rumit, keterbatasan jumlah petugas, dan
lemahnya koordinasi antar bagian. Sering kali terjadi ketidaksesuaian format penulisan surat keluar antar bagian
yang membuat citra pelayanan menjadi tidak profesional. Salah satu kasus yang ditemukan adalah ketika surat
undangan rapat yang ditujukan kepada camat dikembalikan oleh bagian tata usaha karena tidak mencantumkan
tanggal kegiatan secara jelas. Kejadian seperti ini berulang karena belum adanya SOP (Standard Operating
Procedure) yang baku dan dipahami secara merata oleh seluruh staf. Dalam beberapa kasus lain, koordinasi antar
bagian juga belum berjalan optimal. Misalnya, ketika Bagian Umum perlu mendistribusikan undangan
mendesak dari pimpinan kepada beberapa kepala perangkat daerah, sering kali tidak ada petugas yang siap
untuk melakukan pengantaran, sehingga surat baru dikirim lewat email biasa tanpa pengesahan resmi. Ini
mengakibatkan dokumen tersebut dianggap tidak sah karena tidak melalui prosedur administrasi yang semestinya.
Selain itu, prosedur pelayanan yang tidak jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik membuat masyarakat
maupun pegawai dari instansi lain kesulitan memahami alur yang harus diikuti. Hal ini menyebabkan sering
terjadinya kesalahan pengajuan atau pengulangan proses, yang berdampak pada efektivitas pelayanan.

Masalah lainnya adalah terkait sikap dan pelayanan petugas. Ditemukan bahwa sebagian petugas bersikap
kurang ramah dan kurang informatif, sehingga instansi terkait merasa tidak dihargai dan menjadi enggan untuk
bertanya lebih lanjut. Pelayanan yang tidak humanis ini berdampak pada citra instansi dan tingkat kepuasan
publik. Di samping itu, akses informasi mengenai pelayanan seperti syarat dokumen, waktu layanan, dan alur
proses masih belum tersedia secara mudah, baik melalui media cetak di kantor maupun secara online. Instansi
terkait sering datang tanpa membawa kelengkapan karena tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Permasalahan
lainnya adalah minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Misalnya, belum ada sistem antrean online atau
pelacakan status surat, sehingga proses pengurusan surat harus dilakukan secara manual dan rentan kesalahan
atau kehilangan dokumen. Padahal, pemanfaatan teknologi dapat mempercepat dan mengefisienkan pelayanan
surat menyurat secara signifikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa manajemen pelayanan publik, khususnya



dalam aspek surat menyurat, masih belum berjalan secara efektif dan perlu pembenahan menyeluruh baik dari
sisi sistem, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi informasi, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Manajemen Pelayanan Publik Di Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kota Bitung”

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif [13]. Penelitian

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku tindakan yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini antara lain Asisten III Bagian
Administrasi dan Pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bitung. Teknik analisis data yang digunakan
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan [14]. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan empat
indikator atau subfokus, yaitu: 1) Prosedur, 2) Koordinasi, 3) Ketepatan Waktu, 4) Profesionalisme Petugas.

II1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelayanan administrasi surat menyurat merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan surat masuk dan surat keluar di suatu instansi, termasuk pencatatan, penyusunan, pengecekan,
penggandaan, distribusi, hingga penyimpanan dokumen secara sistematis. Tujuan utama dari pelayanan ini
adalah untuk memastikan kelancaran komunikasi resmi antarbagian, ketertiban administrasi, dan tersedianya
dokumen sebagai bukti tertulis dalam pengambilan keputusan. Pelayanan ini harus dilaksanakan secara cepat,
tepat, efisien, serta sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku

Efektivitas manajemen pelayanan publik merupakan ukuran keberhasilan suatu instansi dalam
menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat atau pihak internal pemerintahan secara optimal, sesuai
dengan standar, kebutuhan, serta harapan pengguna layanan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah diakses, dan transparan. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong penggunaan teknologi digital
dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan pelayanan yang efisien dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Manajemen Pelayanan Publik di Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Bitung, maka yang menjadi indikator penelitian ini yaitu proses pelayanan administrasi
surat menyurat dengan sub indikator:

1. Prosedur

Ridwan dan Sudrajat mengemukakan bahwa efektivitas pelayanan publik dapat diukur melalui lima
indikator utama: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, sarana dan prasarana, serta kompetensi pegawai [15].
Lebih lanjut Kurniawan (2020) menyatakan bahwa sistem berbasis web memungkinkan pengguna mengakses
data dari berbagai lokasi dan perangkat asalkan terhubung ke jaringan internet. Penerapan sistem informasi
berbasis web dalam administrasi surat-menyurat dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan
surat. Melalui standar operasional prosedur, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan
pasti. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar operasional prosedur, maka
secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih professional, cepat dan mudah. Dalam hal pemerintahan,
SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, prose dur pelayanan administrasi surat-menyurat saat ini berjalan melalui alur
yang cukup jelas, dimulai dari pencatatan surat masuk, disposisi pimpinan, dan diteruskan ke bagian terkait. Surat
keluar disiapkan, diketik, ditandatangani, lalu didistribusikan. Meskipun alurnya sudah terstruktur, proses masih
dilakukan secara manual sehingga sangat bergantung pada pimpinan. Ketergantungan ini menyebabkan
keterlambatan apabila pimpinan tidak hadir atau jumlah staf terbatas. Selain itu, pencatatan manual dan
penggunaan dokumen fisik membuat pengawasan dan pemantauan proses surat menjadi kurang efisien, sehingga
pelayanan sering tertunda terutama untuk surat yang bersifat mendesak. Beberapa pegawai juga menyebutkan
bahwa rencana digitalisasi dan penggunaan aplikasi internal untuk pencatatan surat sudah pernah digagas, tetapi
belum berjalan optimal, sehingga sistem konvensiona; tetap digunakan. SOP untuk pelayanan surat sebenarnya



sudah tersedia, tetapi penerapannya masih belum seragam diantara pegawai. Beberapa pegawai menyesuaikan
prosedur dengan situasi dan kondisi, sehingga praktik dilapangan terkadang berbeda dari aturan resmi. Kendala
utama yang muncul dalam pelaksanaan prosedur antara lain keterlambatan disposisi, revisi dokumen, keterbatasan
teknologi, dan ketergantungan pada satu atau beberapa individu tertentu.tertentu.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ridwan dan Sudrajat, prosedur seharusnya jelas, sederhana,
dan konsisten, namun dalam praktik di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bitung prosedur justru masih
manual dan tidak seragam sehingga belum mendukung efektivitas pelayanan. Begitu pula dengan konsep
Kurniawan mengenai pentingnya sistem berbasis web, ternyata belum terlaksana secara optimal. Hal ini
menegaskan bahwa keterlambatan, ketidakefisienan, serta inkonsistensi prosedur yang ditemukan dalam
penelitian merupakan akibat dari belum diterapkannya digitalisasi secara penuh. Dengan demikian, hasil
penelitian menguatkan relevansi teori bahwa efektivitas pelayanan publik tidak dapat tercapai tanpa prosedur yang
jelas, konsisten, dan ditopang teknologi informasi modern.

2. Koordinasi

Bintoro (2020) menyatakan bahwa koordinasi dalam administrasi negara sangat penting untuk efektivitas
dan efisiensi layanan publik, serta bahwa hambatan koordinasi dapat menurunkan kualitas pelayanan [16]. Dengan
adanya koordinasi maka pergerakan organisasi dapat dijamin menuju arah yang sama, sebaliknya tanpa koordinasi
setiap bagian dalam organisasi akan berberak sesuai dengan kepentingannya sendiri terlepas dari bagian lainnya,
sehingga tujuan bersama sulit tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antarpegawai dalam proses surat-menyurat sudah dilakukan
melalui rapat rutin dan komunikasi melalui grup digital, namun masih terdapat hambatan yang cukup signifikan.
Koordinasi kadang tidak konsisten, terutama jika pimpinan sedang tidak hadir atau terdapat surat yang bersifat
mendesak. Beberapa pegawai merasa kebingungan mengenai siapa yang harus menangani surat tertentu, sehingga
Keputusan sering tertunda. Keberadaan pimpinan sangat menentukan kelancaran koordinasi karena pimpinan
bertugas membagi tugas dan memonitor proses. Jika pimpinan aktif dan komunikasi antarpegawai terbuka,
koordinasi berjalan lancar. Sebaliknya, ketidakhadiran pimpinan atau komunikasi yang terbatas dapat
menimbulkan hambatan dalam penyelesaian surat.

Sesuai dengan teori Bintoro bahwa hambatan koordinasi akan mengurangi efektivitas layanan publik.
Ketergantungan yang tinggi pada pimpinan dalam pembagian tugas dan pengawasan membuat koordinasi tidak
berjalan mandiri, padahal efektivitas seharusnya dapat dijaga meskipun pimpinan tidak selalu hadir.
Ketidakjelasan pembagian tugas serta komunikasi yang terbatas antarpegawai memperlihatkan bahwa koordinasi
belum optimal, sehingga proses surat-menyurat tidak efisien dan kualitas pelayanan menurun. Dengan demikian,
teori dan realitas di lapangan sama-sama menegaskan bahwa lemahnya koordinasi berakibat pada lambatnya
pelayanan administrasi dan sulitnya mencapai tujuan organisasi secara kolektif.

3. Ketepatan Waktu

Nugroho (2021) menekankan bahwa kepastian waktu merupakan salah satu indikator utama efektivitas
pelayanan publik [17]. Nugroho menyatakan bahwa layanan administrasi public yang tidak memiliki standar
waktu yang jelas dapat mengurangi akuntabilitas, menimbulkan ketidakpastian, dan menurunkan kualitas
pelayanan secara keseluruhan. Dengan demikian konsistensi waktu penyelesaian surat menjadi faktor krusial
dalam menilai efektivitas administrasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyelesaian surat di Bagian Umum biasanya memakan waktu antara
satu hingga dua hari tergantung jenis surat dan tingkat urgensinya. Surat biasa dapat diselesaikan dalam satu hari,
sementara surat mendesak membutuhkan perhatian lebih cepat. Namun, ketergantungan pada pimpinan dalam hal
disposisi dan tanda tangan menyebabkan waktu penyelesaian tidak selalu konsisten. Selain itu, revisi dokumen
dan jumlah surat yang masuk bersamaan juga mempengaruhi lama proses. Belum adanya standar waktu tertulis
yang resmi membuat pegawai dan masyarakat tidak memiliki acuan pasti mengenai lamanya pelayanan, sehingga
ketidakpastian sering muncul. Penyebab utama keterlambatan pelayanan antara lain kelengkapan berkas yang
kurang, kendala teknis seperti format dokumen yang salah atau sarana yang tidak memadai, serta ketergantungan
pada tanda tangan pimpinan.

Sejalan dengan pandangan Nugroho bahwa ketiadaan standar waktu yang jelas mengakibatkan
ketidakpastian baik bagi pegawai maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Pegawai tidak memiliki acuan



yang jelas dalam mengatur prioritas pekerjaan, sementara masyarakat tidak dapat memperkirakan secara pasti
kapan pelayanan akan selesai. Ketidakpastian ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas pelayanan
dan efektivitas administrasi. Teori dan kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kepastian waktu merupakan
faktor penting yang belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga efektivitas pelayanan surat-menyurat masih perlu
ditingkatkan melalui digitalisasi sistem disposisi, penambahan sarana seperti printer dan komputer, serta
penerapan tanda tangan elektronik.

4. Profesionalisme Petugas

Setiadi (2022) menyatakan bahwa profesionalisme pegawai public mencakup pemahaman tugas,
kedisiplinan, dan penguasaan teknologi, yang kesemuanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan
dan memastikan efektivitas birokrasi [18]. Menurut Nugroho profesionalisme aparatur negara tidak hanya terkait
kompetensi teknis, tetapi juga mencakup integritas, etika, dan kemampuan interpersonal yang mendorong
pelayanan publik lebih responsive dan berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian, sikap pegawai dalam melayani masyarakat dan instansi lain umumnya ramah
dan bersahabat, tetapi kedisiplinan waktu dan kemampuan menangani volume surat yang tinggi masih perlu
ditingkatkan. Beberapa pegawai sudah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun tumpeng
tindih pekerjaan dan ketergantungan pada pimpinan masih terjadi, sehingga kadang pelayanan menjadi kurang
efektif. Selain itu, kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi untuk mendukung pelayanan surat juga
masih terbatas, sehingga digitalisasi pelayanan yang direncanakan belum dapat diterapkan secara optimal. Dalam
memberikan informasi, pegawai berusaha menyampaikannya dengan jelas dan ramah, tetapi ketika jumlah surat
banyak atau sifatnya mendesak informasi yang diberikan belum selalu lengkap atau detail, sehingga masyarakat
atau instansi terkait kadang masih kebingungan.

Profesionalisme pegawai belum sepenuhnya sejalan dengan teori Setiadi yang menekankan pemahaman
tugas, kedisiplinan, dan penguasaan teknologi, serta pandangan Nugroho mengenai integritas, etika, dan
kemampuan interpersonal. Di lapangan, sikap ramah dan etika pelayanan pegawai sudah mencerminkan aspek
integritas dan kemampuan interpersonal, tetapi kedisiplinan waktu, kejelasan pembagian tugas, serta pemanfaatan
teknologi masih lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aspek etika dan sikap sudah sesuai teori,
profesionalisme secara menyeluruh belum terwujud karena masih ada hambatan dalam disiplin, kemandirian, dan
adaptasi teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan rutin terkait prosedur, teknologi, dan etika pelayanan,
pengawasan disiplin, serta pemberian motivasi dan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas manajemen pelayanan publik di Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Bitung menunjukkan bahwa prosedur pelayanan surat-menyurat di Bagian Umum belum
sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari empat sub fokus penelitian yaitu: 1) Prosedur,
meskipun alur sudah jelas, tetapi pelaksanaan masih manual dan tidak seragam di antara pegawai, sehingga
menimbulkan keterlambatan, tumpeng tindih pekerjaan, dan kurangnya efisiensi yang pada akhirnya mengurangi
kecepatan pelayanan; 2) Koordinasi, masih sangat bergantung pada kehadiran pimpinan. Ketika pimpinan tidak
hadir pembagian tugas menjadi tidak jelas dan Keputusan tertunda yang berdampak pada lambatnya penyelesaian
surat serta menurunnya kualitas pelayanan; 3) Ketepatan waktu, belum adanya standar waktu tertulis resmi yang
menimbulkan ketidapastian baik bagi pegawai maupun masyarakat, sehingga masyarakat sulit memperkirakan
kapan surat akan selesai. Akibatnya, keterlambatan sering terjadi terutama pada surat yang bersifat mendesak; 4)
Profesionalisme petugas, kedisiplinan waktu, kemandirian dan penguasaan teknologi masih lemah. Hal ini
berdampak pada lambatnya proses pelayanan dan terhambatnya implementasi digitalisasi administrasi surat.
Maka disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, diperlukan pembaruan prosedur melalui
digitalisasi, penggunaan tanda tangan elektronik, serta sistem yang tidak bergantung pada kehadiran pimpinan
atau jumlah staf tertentu. Serta menerapkan sistem komunikasi digital resmi, penambahan staf untuk meringankan
beban kerja, serta penyusunan SOP koordinasi yang jelas. Selain itu, untuk meningkatkan profesioanlisme
dibutuhkan pelatihan rutin terkait prosedur, teknologi, etika pelayanan, pengawasan disiplin, serta pemberian
motivasi dan penghargaan.
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